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L

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 35 /KEP/HK/2013

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang . a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat
dipertanggungjawabkan serta guna
mengembangkan sistem penyediaan layanan
informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai
dengan standar yang dibuat sccara nasional, perlu
didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan
faktual,

b. bahwa untuk rperencanakan, mengorganisasikan,
dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan
pelayanan informasi menuju pelayanan inforinasi
yang cepat, mudah, dan wajar di Provinsi Nusa
Tenggara Timur, perlu ditetapkan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menctapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

- Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat [ Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

N Pemerintahan Daerah (Lemnbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tehun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang



Menetapkan
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n
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 471 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomorl4
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2010 tentang Pedoman Pengelolaan Peiayanan
Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik
di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Dacrah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2008 Nomor 004 Seri E Nomor 003, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 0014);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Daerah Provinst Nusa Tenggara
Timur Tahun 2008 Nomor 010 Seri D Nomor 003,
Tammbahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 0019);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor
1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumeatasi di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2013 Nomor 01),

MEMUTUSKAN :

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Penasehat dan Dewan Pertimbangan deari Pejabat
Pengelnola sebacaimana dimaksud dalam Diktum




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan -

Susunan Pejabat Pengelola sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Keputusan ini.

Tugas Pejabat Pengelola  informasi dan
Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai
berikut:

a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan
pengumpulan bahan informasi dan
dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi SKPD;

b. menyimpan, mendokumentasikan,
menyediakan, dan member pelayanan
informasi kepada publik;

¢. melakukan verifikasi bahan informas;j publik;

d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang
dikecualikan;

e. melakukan pemutakhiran informasi  dan
dokumentasi; dan

f. menyediakan informasi dan dokumentasi
untuk diakses oleh masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola
sebagaimana dimsksud dalain Diktum KESATU
Keputusan  ini bertanggung  jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daer .

Segala biaya yang dikeluarkan sehagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keputusan ini mulai berlaky pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjan
kembali apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal ﬁ

o et
R hioens

l. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Tim' :
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupeng;

4. Peiasat Pengelola Informa

si dan Dokumentasi masing-masing di Tempat. L



|
umr:mmmevmmmmmmm
! NOMOR : /KEP/HK/2013

TANGGAL 2013

|
|

PENASEHAT DAN DEWAN PERTIMBAN ARI PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASTI DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH
PROVINSI Nusa TENGGARA TIMUR




/
LAMPIRA.I T : KEPUTUSAN GU

I
s

|N'o|"

NOMOR x5 /KEP/HK/2C13
TANGGAL 1@ PEBRUARE 2013

BERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

\

SUSUNAN KEANGGOTAA "I PEJABAT PENGELOLA lNI‘ORMAb[ DAN

DOKUMENTASI DI LING
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Goa JABA’I‘AN

Vel e Fominto Peovinsi NTE

e pnli antor POs Provinst NWT

| Kepala Bire Hukuam Setda Provinsi NTT

; pad\ Dinas “Komin

\\(.pﬂlm .hdung Humas fo P1ovm~,1

K

KUNGAN PEMLRINTAH

KEDUDUKAN
EEIE

)
»

whange Penpelobi
i Wlasifikaea
Informasi
Biclang Penyelesiiu
SengKetn

Bidang Pelayan

1| Sekretarts nerantic g
5. | Sekretaris Dinas Kominf» sebagay PV
l‘. 1 . Sl b} =5 _ Pernbantu
i Jemnla Dagring Perundang-undangan dan Hubungan :
| s (pll‘ ” b S g-ulidang & PPID Pembantu
; Masgarakat pada Setwan PeamnsiNTL - 0 . o b S
|7 | Sekietaris Dinas 12 U Provinsi NTT ] e li_’_[p__]_’gmb] e
! : .'I' A it % ) HIN ) ! ' '} S i Y
; |lr]|. ars Dines Pertanian dan Pericebunan Frovinsi PO Peerishunt i
a. | Sekreraris Dinas sese hatan Frovinsi h'ﬁ"‘ _ﬂ- _ f_l'lD Pembantu
g :_L_l_(_::_(_’tfma Dinas RPO Pum agiNEE =y i T’PIL‘ Pernbant
1 1. | Sckretaris Dinas Kehutqngn | Provinsi NTT PID Pemt
Sckretaris  Dinas  Kei sudayaan dan Pariwisat
g | DONRER ; b 2| ppD Pembantu
7" | Provinsi NTT ¢ B LR TN
“Gokrelaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan .
13. gang PPID Pembantu
Provinsi NTT 4= y ol
Sekretaris Dinas Pendapatan dan  Aset Dacrah
14, WD Pemrbant
e ]me“s[ NI E 1 [.i 1D Pembantu
A o_cl_g_gmns Dinas Kehutanan Provins: NTT e FPPID Pembantu
S krotaris Dinas Pertamibangan dan Energi Provin
16. 15 & ‘ “1B - PPID Pembantu
s L S s e Y
: Sometaris Dinas Tenaga Kerja dan ’Irancnnﬂxam
i 20 Jevrry b
‘, provinsi NTT PPIC Pembantu
18. | Sckretaris Dinas Peternakan Provinsi NTT PPID Pemb mm'
19. | Sckretaris Dinas Sosial Provinsi-NTT PPID Pembantu
20, | Selrenies Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT PFID Pembantu
B Sekretaris Badan  Koordinasi Penanaman Modal
. ) PPID Pembantu
7" | Provinsi NTT
e % f 1. ctaris Inspektorat Provinsi NTT e _I_’PiD Pembe 1
23 Sekretaris Badan Perpustakaan Dacrah vamsx N’_I_"_'I; ___ PPID Pembautu
24. | Sckreta iris Badan Ar sip Daerah Provinsi NTT PPl AD__I_’_(:T\}_ LA
‘1 o by 38 by x 1 i1l
5 | Sekrek wis Badan Kesutuan Bangsa, Politile dai. } DI
~ | Perlindungan Masyarakat Provinsi NTT | e R
Sekretaris d Lingk Hidu aerah
6 skretaris Badan  Lingkungan idup Daeral Snity Pembait

'L’ro\rmm N l {‘

L

0



Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada BLUD G
il RSUD Prof. W. Z Johannes Kupang PPID Pembant,
28. | Sckretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT PPID Pembantu
29 Sekretaris Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian PPID Pembantu
~_| dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT
Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
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31. Sekretaris Badan Pcnanggulangan Bencana Daerah PPID Pembantu
Provinsi NTT
Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan
32. Penyuluhan Provinsi NTT PPID Pembantu
33. | Sexretaris Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT PPID Pembantu
Sckretaris Badan Koordinasi Penanaman Modal
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34. Provinai NTT FRND Derstanis,
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37, ija'rl;ag Umum pada Biro Kepcgawamn Setda Provinsi PPID Pembantu
Kabag. Akuntansi dan Pelaporan pada Biro
o84 Keuangman Setda Provinsi NTT PPID Pembantu R
Kabag. Humas dan Protokol pada Biro Umum Setda
o J Provinsi NTT PPID Pcmbantu
40. Kaba_tg .Kcsejahteraan Sosial pada Biro Kesra Setda PPID Pembantu
Provinsi NTT
Kabag. Kesetaraan dan Keadilan Gender pada Biro ]
i Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi NTT ot i
Kabag. Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda
42. Provinsi NTT PPID Pembantu
Kabag. Penanaman Modal pada Biro Perekonomian
43, B it PPID Pembantu
Kabag. Pemerintahan Umum pada Biro
LM' Pemerintahan Setda Provinsi NTT FFI Perbant
Kabag. Umum dan Kerjasama pada Sekretariat DP.
45. Korpri Provinsi NTT PPID Pembantu
46. | Sekretaris KPU Provinsi NTT PPID Pembantu
47. | Ketua Komisi Penyiaran indonesia Daerah PPID Pembantu
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